
7

■/*->
^wm-

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SAT IN AN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGIJNG 

NOMOR 53 TAHUN 2001 

TENIANG 

PAJAK HIBURAN

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA 

B IJ P A T T T U T tt N G A G U N G ^

oy.-iiia* G3i1g53il ItwtGlltU&i'i PSc'fii ;jL «tj&i ^2) L>rtuuTig-UfiCiSng NOI&Oi’ 22
Tahun 1999 tentang Pemermtanc r Daerah dan Unoana-unclang Nomor 18 
Tahun 2997 tentang Pajak. Daerah dsn Rstsifcusi Daerah sebagaimana tslah 
diubah dengan Undang-iindaag Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan axas 
TJiidaiig-iiiiclai'ig Nornor 12 Talior* 1997 tentang Pajak Dasrdi dan. Rctnbusi 
Daerah, dipsedang perlu .mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Hiburan 
yang dltetapkan dengan Peratoran Daerah.

Mengiugat : !. Undaug-Uitdsng Nomor 12 Tahun 1950 tentang Fembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten dalam lir.gkimgan Prqpinsi Jawa Timur:

2. OuUiiiig-Uudasig Ncmor S Tahun iDS.i lontang Iliikv.j.n Acara Pidsfi& 
(lembaran Negara Tatum 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

n^Cio\ •J. I V / l U s l i  i  y

3. Undang-Undang Nomor 17 lahun 1997 tentang Badan Penyelssaian
Ssngksta'Pajak- ( Lembaran Negara?-Tahun 1997 Noincr 40, Tsmbahih 
Lembaran Negara Nomor 3684 );

4-. Undang-imdsng Nomor 12 Tahun !P97 tentsns Paink Dasrah dan BetriBusi 
Daerah (Lembaran Negara kepubiik Indonesia ianun 1997 Nomor 41, 
Tatnh-*b»t> Lejnbsnw Negara Indorses*" Nomor 3685) jo
uiiuaiig-iiudang Nciuoi 34 Taltuu 2000 icnumg Peiubaliiui atas Unuaiig- 
undang Nomor 38 Tatmn 1997 fp w iS fg  Pajak .Daerah ch.n Retiibusi Daerah 
tDeinbatc:!! Negara Taiiuu zOOo Noiuoi 240  ̂ raiubaliMi Lembaran Negara 
Norpor 404S );

5. Unuang-yfldai^ Nomor 1>* Tahun 1997 iciUaQg I'viiagiisaji Pajak dengan 
Surat Paksa ( Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, TambaJian
T *-t XT a <4iQ X  i **-y. a j * Q/T027 \  *j u v u i t /U L t « i . i  i  x v j / i i u  l N u m u i  h/ v u u  y ?

6. Undang-UhdcUig Nomor 22 1 iiun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 l ahun 1983 teniang Pelaksanaan Undang- 
Unds'ig Nomor 3 Tahun 1931 tentang Hnkum Acars Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 6, Tainbahan Lembaran Negara Nomor 
3758 ) ;

8. Fciaiiuuu Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
( lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan T.embaran Negara
Nomor 3691 )
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9. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propiiisi sebagai Daerah Otonom ( 
Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran negara 
Nomor 3952)

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun .1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraiuran Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 
Grganisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 
Orgarisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan. 
Umum Mengenai Penytdik Pegawai Negeri. Sipil di Lingkungati Pemerintah 
Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di IJngkungsn Pemerintah Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kiiteria 
Wajib Pajalc yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara 
Pembukuan ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

Bengali persetujuan

DEWAN PERWAKH.AN.RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG

M E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimal.sud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daeralt beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif DacraJi;
c. Bupati adalali Bupati Tulungagung ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPBD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan 
Legislatif Daerah;

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraxm Pemeiintahan Daerah 
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;

f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Carnal sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten;

g. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang clitetapkan oleh Bupati dengan 
persemjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan 
Daerah sesuai Peraturan Perundang-rndangan yang berlaku;
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Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabuoaten Tulungagung;
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang msrupakan kesatuan 
baik yang meiakukan usaha maupun tiaak meiakukan nsaha yang meiipud 
Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha 
Ivlilik Negara atau Daerah ueugan iiaina dan ualam bentuk apapun, Fiona, 
Kongqf Koperasi dan Dana Pension Pemekufom Pertbimpulan, Yayasan. 
vjigaiusa&i Massa, Oxgaiusasi Sosial Puliak atau Gigaxiisasi yang S e je ilis , 

Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnva ;
j\. Pajia.i\ I Imuran yang solaiyutiiya uioubut Piy&k adalaii pungutan Daerah alas 

Penyelenggaraan Hiburan;
l. Hiburan adalah semua jenis pdrtunjul&n, permainon, dan atau Keramaian, 

dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap 
orang dengan dipungut bayaran, tidal; teima&uk penggunaan fasiliias untuk 
beroiaii raga;

m. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
menyeienggarakan Hiburan baik uniuk dim alas namanya sendiri atau untuk 
dan alas nama pihak lain vang menjadi tanonimgannya ;

n. Penuntun atau periguujuiig adalah seliap uxang yang ruenghadm suahi 
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasmias yang disediakan oleh penyelenggara liiburan kecuali 
penyelenggara. pemusik dan atau arlis dan petugas yang menghadni untuk
m O io k liiv c ir i Y ilgO S  p  £l l g i l  tV 03  u t l  J

o. Panda masuk adalah suatu tanda atau alat vane sab dengan nama dan dalam 
bentuk apap\m yang dapat dsgunakan untuk menonton atau menikmati 
Hiburan;

p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selaniutnya disingkat SPTPD 
adalah Surat yang digunakan Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan 
dan pembavaran pajak yang terhutang nienurut Peraturan Penmdang- 
unuangan Perpajakan Daerah,

g Surat Setoran Pajak Daerah yang c.ekanjrtnya disingkat SSPD, adalah Sura* 
yang digunakan oleh Wapu Pajak luiiuk iuelakukau petnbayaran atau 
penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang

0jcjj BUpa|| •u i i w u i p x u u t

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar yang seianiutnya disingkat
adalah Surat Keputusan yuni' ia v ji ...........iUVUVIIUll\!lU 1/tVOUOLisya jumlah Pajak

vans terutang, jumlah kredit Pajak. luniiah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besamya sangsi administrasi dan jumlah yang masih hams dibayar ; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan 
aias jumlah Pajak yang teiah diieiapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Tebih Bwar yang selanjutnya disingkat 
3KPDLB adalah Sural Keputusan yang menentukan jumlah kelcbilian 
nemhayarar, Pajak karena jumlah kredit pajak lehih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang;
Surat Ketetetapan Pajak Daerah Nihil, vans selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama 
besamva dengan kredit paiak, atau paiak ;
Surat Tagilian Pajak Daerah yang sslaxyuinya disingkat STPD adalah surat 
untuK meiakukan tagihan paiak atau sanKsi administrasi Pempa bunga dan
rti or! Ar>-nAn •
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w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keoutusan alas keberatan terhadap
suTzt ketetapan pajak daerah kurarig bayar, surat ketetapan pajak daerah 
kurang bayar tambahan, surai. ketetapan pajak daerah iebih bayar, surai 
ketetapan pajak daerah nihil, atari terhadap pemotongan atau pemungutan 
oieh piliak ke tiga yang uiajukan oieii wajib pajak ;
Putusan Banding a d a la h  putnsan hadan penyelesaian sengketa pajak atas 
bcuiuiiig terhadap surat keputusan keberaiau yang uiajukan oleh wajib
pajak;

y .  ro r n c iik s a a n  s d a ia h  s c ra iig k o in . K c g ia ia ii u n iu lv  in c riC c U i, lu e iig iim p u ik a n , d a n  

mengolah data clan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatulian pemenuhan kewajiban perpajakan perdaerah;

z. Penvidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
iindakan yang dilakukan oleh Pen)idik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukh itu membuat terang tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYKK DAN SUBYEK PAJAK 

Basal 2

(l ) Dengan nama Pajak Hiburan ciimmgut Pajak atas oenvetenggaraan hiburan ; 

(/) Obyek Pajak adalah penyeienggaraan hiburan;

(3) Hiburan sebagaiaman uunaksuu pada ayat (2) amnia lain :

a. toiiionan film;
b. kesenian;
0. pagdaran m&sik dan lari
d. nasar malani / hiburan rakyat
e. dhkotik;
1 . karaoke;
g. klab malam;
h. permainan bilyard;
i. permainan ketangkasan;
j. penyewaan dan atau pemuiaran video / CD
k. panti pijat;
l. mandi uap ;
m. pertandingan olah raga.

yly Subyek j .  ajak SGalali orang priuaui amu Oiidan yang menontoR dan atari
memkmati hiburan;

(2) wajib Pajak adalah orang onoadi atau baaan yang menyelenggarakan
hihnr^rs
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b a b  m

d a s a r  p e n g e n a a n , t a r ip  d a n  Ca r a  p e r h it u n g a n

Pasai 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayavan atau yang 
<?eharusnya dibayar untuk tuenonton dan atau menikmati hiburan.

a.

r.

1.u.

U e s a m y a  t a r ip  P a j a k  u n t u k  s c t ia p  j c n i s  h ib u r a n  a d a la h  :

a. u n t u k  h ib u r a n  y a n g  m e iig g u iif i& a n  s a r a t ia  h im  d ib io s k o p  d it e t a p k a n :

1. B io s k o p  p e m ia n e n  d id a la m  g e d u n g  s e b e s a r  1 0  %  ( s e p u lu h  p e r s e n ) ;

2 . B io s k o p  P e r m a n e n  d i  iu a r  g e d u n g  s e b e s a r  7 , 5  %  ( t u j u h  s e te n g a h
nawa" \ ■r   —/  •}

3 . D io s k o p  k e l il in g  s e b e s a r  5  %  ( l im a  p e r se n ; .

b . t u it u k  l i iu o r a n  k e s e n ia ii  d iic t a p k c u i .

1 . iv c s e m a n  t r a d is io n a i s c b c s a i  t> Oo ^ m u a  p e r s e n  j  j

2 . P e r t u n j u k a n  s ir k u s  s e b e s a r  10 %  ( s e p u lu h  p e r s e n ) ;

3 . P a m o r a n  s e n i  s e b e s u i 5  p c r s c a ]  j

4. Pameran busana sebesar 25 % (dua pululi Jima persen);
5 . K o n t e s  k e c a n t ik a n  s e b e s a r  2 5  %  ( d u a  p u lu h  E t n a  p e r s e n )  ;

untuk Pasar malam / hiburan rakyat sebesar 10 % (sepuluh persen) : 
untuk musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima betas persen); 
untuk diskolik, disko bar ditetapkan sebesar 30 % (tigs puluh persen); 
untuk karaoke ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), 
untuk klah malam ditetapkan sebesar 30 % ( tina puluh persen); 
uiituK pemiainan bilyavd ditetapkan sebesar 15 % (luna belas persen) \

i. untuk permainan ketangkasan - dan sejeuisnva ditetapkan sebesar 10 % 
(svpuluii persen) \

j. untuk penyewaan dan atau pemutaran video / CD ditetapkan sebesar 10 % 
(sepuluh persen);

K. untuk panti pijat ditetapkan sebesar 2U % (dua puluh persen);
. l A l i V k l di uap ditetapkan sebcasr 20 % ( dua puluh persen) ;

m. untuk pertandingan oian raga ditetapkan sebesar iu % (sepuiuh. persen).

Pa«?! 6

Resamya Pajak terhutang dihitung dengan ear a mengalikan tarip 
ScbagoiiudiUi uiiiiaksud pada PdSal j  uciigan UaSai pengCilaail Pajak sebdgaimdilA 
dimaksud t>ada Pasal 4.

-
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BA 3IV

WILAYAH PEA lUNGU'I’AJV 

JP-isal 1

Pajak terhutang diputignf ditempat hiburan diselenogarakan.

MASA PA JA K  BAN SAAT PA JA K  TERIKJTANG

T !  . . . . !  O 
X 'J

IV K -->f! xvauou Pajak terhutang adalah jangka waktu yang kuuaaya 1 (satu) bulan
takwmi atau ctapat ditentukan lam oieh pejabat yang Perwenang,

Pass?! 9

Saat pajak terhutang adalah pads «aat 'penyelenggaraan dan atau 
pembayaran liiburan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Posh! 10

< 1) Pembayaran Pajak vans terhutang dilakukan di Kas 1 iaerali atau tempat lam
T-ir.n' £>1-» Pni"n+i »j  Mxvv<iLj v‘«iv ViVil «>

(2) Pembayaran Pajak sebagsimana yang dimaksud pads ayat (.1) dilakukan 
dengan menggunakan ;

(3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran S3PD dan uua ears pembayaran seita taiiggui 
jatnb tempo pembayaran Pajak terhutang ditetapkan oleh Bupati.

•mi.... n -i ■fx asai xx

r*. \ W kiubayiu sri Pajak yang icriiUu’iSg kiVjrus uiimv,uii«ft olea tigua atau luiitis ,

T>Â \r
*■ yang terhutang dih bulan sejak
niterbiikan SKPDKB, SKPDKBT. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding .yang menyebabkan 
jumlah Pajak yang haras dibayar bertambah ;

(3) Bupad aias permohonan Wajib rajak seieiaii memeiiuiii persyaratan kepaua 
Wajib Pajak dengan dikenakan bunga sebesar ?. % ( dua person) sebulan :



- 7 -

(4) Tata cars pembayaran, penyetoran, teir.r-ax pembayaran angsuran dan
penuiidsan pembayaran pajak d i t s t a p k d a  Bv*pati.

B A B VB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

r> : * nr  &S lA i LJJ

\x) kiotiap vV ajib Pajak liaius mcrigL&i Si i r D *,

\ - < j  j  k - 'i  i -  x  a w U a g d l l l i a n u  u u i u u \ » u u  p u u u  t t ;  .vv - u u u o  u u ,3 i  w v i i g a u  j O l i l b j  v /v i i iu .

dart iengkap serta ditandatangant oleh Wanb Pajak atau kuasanya;

(3) Sp TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i), hams disrmpaikan kepada
Bupsti selambat-lambatnva 15 films belas) ban setelsb berakhirnva mass 
Pajak;

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan pcnyampaian SPTPD ditetapkan 
oleh Biipati.

T J .S C ,  - . . I  x  M a tt-i ■tnx

n \VA/ Berdsioikan SPTPD sebagaitnan; dimaksud P:sT 12 ayat (1), 
menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKP1; ;

V>j-SC*vx

(2) Apabiia SKPD sebagaimana dimaksud pada aya: (i > ddak atau kurang
dibayar setelah. lewat wakhi paling lama Dav W-rang 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD diteriina, dikenakaii saitksi adriib.sBu'asi btxupa bunga sebesai 2 
% (data persen) dwi pajak terhutang sebnlati Am ditagih dengan 
iiioiiciuitkan STPD.

Pasal 34

(1) Wapb Pajak yang membayar sendin, SPTPD sebagaimana dimaksud daiam 
Focal 12 ayat (I), digunakon untuk tnsnsb.ita.ng, meiriperbitungkan dan 
menetapkan pajak sendiri yang terhutang;

(2) Daiam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat terimtsngnya pajak, Bupaii
dap fit menerbitkan:

a. SKPOTCB;
i rtr.—r-.TAT7X3rr • v .  ox. r  i-/ivD  t .
c, SKPDN.
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(3 ) SKrDKB sebagaimana dimaksud aval ( 2) huruf a diterhitkan :

a. apabiia berdasarkan hasii pemeriksaan aiau keierangan lain pajak yang 
terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
buuga sebesar 2 % (dua persen) scbulan uiiiiiung uaii pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh 
eiiipat) bulan dibituug sejak saat tethutangnya pajak ;

b. apabiia SPTPD tidak d&ampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan 
dan tclah ditegur seeara teriulis dikcnakan sanksi administrasi sebesar 
2 % (dua persen) sebulan dthjlung dan pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangjka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terhutangnva pajak;

c. apabiia kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teratang 
diidrong secara jabatan dan dikcnakan sanksi admimstrasi berupa 
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pokok pajak 
diiambah sanksi admimstrasi berupa buuga sebesar 2 % (dua persen) 
d ib itim o  dari pajak yang knrarfg atau rerfainhaf dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 bulau uiiiiiung sejak saat tct'liuiaiigiiya pajak.

3>.vl DivljT sebagaimarm duuaksuu paua ay a t hurdi b cuterbitkan apabiia
dftemukan data barn atau data yang semuta belwm tenmgkap yang 
iiteXijebtibiiail penaUiGilii.iU.i j u X iu iu i ptijuii. J . iiv g  i-viil. utung, skein dikcnakan 
sankst administrasi berupa kenaikan sebesar 300 % (seratus persen) dan
i w w w i w u ^ w u  p u |u £ h  W j k f v ^ v n  ■>

f*s\\-y

( f t

SKPDN sebagaimana dimaksud pack ayat (2) huruf e diierbitkan apabiia 
jumiah pajak yang temtang sama besamya dengan jiimlah kredit pajak atau 
baiak tidak terhatan? clan tidak ada kredit tvbak •

Apabiia kewajiban membsyar pajak terh -bang dalam SKPDKB dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ay at (2) liuruf a dan b tidak atau 
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih 
dengan menerbitkan 3TPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebutan.

Dncnl H ft!JL JLW

(1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awsl 
xmdakan peiaksanaan penagihan pajak dikeiuaiKan 7 (mjuh) hari sejak saat
jnfuh tempo pembayarsn;

n \  r)a1?m ia«oV.a waktu 7 hari sefelah tanonal surat tenurait atau suratS / *w> S /  t'-'W w

peiujgrtuui atau surat lam yang sejeius, Wajib rajak Isaius rnehmasi pajak 
van? Terhutang:

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
4« w\ rAsaz-i *41 / 2 \ ,-v.l.s.K ID £ < ntf-vr , - x  n \<-»./y r̂ faW'', nyl/'
uim uiv^uv) p u U a  u jU t J  v jm viuw iivuii v rv u  x v jn u u r  j u  u g  V4imiijikiv.



(!)  Apabila jumlah pajak yang masih hams ctibayar tidak dilunasi dal am jangka 
waklu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Psiingaian 
atau surat lain yang sejetds, jumlah pajak yang barn* dihr.yar ditagih dengan 
siuat paksa ;

(2) Pejahai yang diiunjuk mcnerbitkan surai pak»a segera setdah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal swat tegwan atau surat peringatan atau sui‘at 
kin. yang aejenis.

Pasai 17

Apabiia pajak yang hams dibayar tidak cuiunasi daiam jangka wakvu 2 x
24 jnrn sesudah tanggal pemheritahuan Surat paksa, Pejabat segera menerbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyiiaan.

Pasf*> 1*

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melimasi 
hutang p^jaknya, setelah lewat 10 ^scpululi) han seja*. taiiggai pclaksstia&n Surat 
Perintah Melaksanakan Penvitaan, Peiabat yang ditunjuk mengaiukan pemiir.taan 
peuetapan tanggai pelelar.gan kepada Kantoi Lelang Negara.

Pasai 19

Seieiali Kantor Leiang Negara menetapkan had, tanggal, jam, dan tempai 
pelaksanaan leiang. Jum Sits memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada W ajib Pajak.

TMss! 70

Rentuk, jenis dan isi formuhr yang dinergnnakau untuk pelaksanaan 
pujatv uuviuli diietapkan Civi'i

JUAB JL\

TATA t,A K i\ PEN a G iH a IN PAJAK 

Pasai 2 1

( i )  Pajak yang terhutang beruasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetukn, Swat Keputusan Kebemtan dan Putusan banding 
yang tiuak atau kuraug dibayai oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapai 
ditagih dengan Surat Paksa ;

( ? )  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-
uiidaiigaii yang oerlaxu.



BAB X
w.

PENGLJMNGAN, KERINGANAN DAN PEA1BEBASAN PAJAK

Pasn! 22

(1) Bupati berdasafkan permohnnan Wajib RajaV dapat niembenkan 
pcugiuaiLgan, keringiinaii uau pemWuiis&ii pajak ,

(2) T ata iyai& pembsrian pengur augaii, kcnng&u<ui dan p oiu\beb as an paj&K 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasai 23

(1) Wajib pajak dapat mengaj-jkan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang liitunjuk atas suaiu :

it. SKPDKB; 
b. SKPDKBT;
V. U1V1 JL̂l_rJt> J
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertuhs dal am Baliasa Indonesia dengan aiasan- 
alasonyangjelas;

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara 
jabatan, Wajib Pajak harus dapar membukrikan ketidakoonaran ketetapan 
Pajak tersebut;

(A) Keberatan harus diajukan datam jargka waktn paling lama 3 (tiga) bulan 
sojak taiiggai sural, tauggal pvtuotongan atau tauggal pemungutaii 
sebagaintana dimaksud aval (1). kecnafi Wajib Pajak dapat menunjukkan
baiiW£i jailgkil WftktU itii iluak diipav utpCIiUhl KaTwxia ucikilU kesdciail diiviaf
kekuanaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persvaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 
diperrimbangkan;

(6) Pezigajuan keberatan iidak menunua kcvvajiban membayar Pajak dan
nelakftanaati penagihan Pajak sesuai ketentiian yang fanfaVu.

( v W a j i b  P a j a k  d t i p s t  i l l v i i g a j U K a l i  p C i i u O i l u f i a u  u a i m i i i g  h a S i y a  k e p a d a  B a U i l i l

Penvelesaian Sengketa Paiak terhadap keputusan menpenai keberatan vang 
ditetapkan oleh Bupati;



(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud paria ayat (! ) diajukan secara 
tertulis daiam bahasa Indonesia, dengan alas an yang jeias daiam jangka 
wakm 5 (xiga) bulan sejak keputusan diterima, duampiri salinan dari Surat 
Kep ib.isan tersebut;

(3) Penoamati permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak 
dan pclaksanaan penagilian Pajak.

Pasa? 25

Gvlun
Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau

mya, kelebihan pembayaran Pajak dikerubalikm dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebuian untuk paling iama 24 (dua puluh empat)
bulan.

BAB Xli

PEMBETULAN, PEMBATALAN, FENGURANGAN 
KETETAPANPANPFNGHAPTIAN AT.\tt 
PENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI

T-l
r  asssi a v

w tjupim Kai'cna jabatari atau mas peiiuonoiiari vv- ajiu Pajak da-pat\

a. mcmbotulkan SKPDICE atau SKPBKBT atau STPD yang daiam 
penerbttannya terdapat kcsa 'a te  hitungan dan atau kekeliruan daiam 
penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakar, Daerah ;

b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda 
dan kenaikan Pajak yang terufang menvrul Peraturan Perutidang- 
undangan Perpajakan Daerah, daiam hal sanksi tsrsebut dikenakan karena 
kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahamiya ;

o. Mviigmangkan atau membaialkan ksteUipau Pajak yang lidak bsnar.

(2) Tata cara pcnguYangau atau pengliapuaaii sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
aysi {x ,• dsatur dengan Evpuuus«n Bupcu.

BAB X I I I

PEINGEMBAL1ATN KELEBJlHAIN PEM BA Y AKAJN PAJAK

Pasai 27

U) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan
pennohonan pengembaHan Kepada Bo roll •
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(2) Kedaiuwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud avat (1) tertangguh
apabiia :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Palcsn ;
b. aua ucngakuan utang Pajak uaii Wajib rajak baik langsurg maupun tidak 

langsung;

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PCMKRIKSAAN 

. Basal 31

(1) Wajib Pajak yang memenuiu kriteria tertentu wajib menyelenggarakan 
pembukuan;

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagsimar*'? dimaksud pacta nyaf (1) dan tata cars 
pembukuan ditetapkan Bupaii dengan berpeuomau pada ketentuan yang 
bertakn

T V . . . . . . !  -rr^
X « 3ft£ «JA

r*\ r« W upaii c?erwt?nang tuvlukuKuii pciuoiiiCSuaii uiiluii jncnguji kepstiiiuixi
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib ;

a. memperlihatkan dan atau mcminjamkan bnku atau Catalan, dokomen 
yang menjadi dasamya Pajak yang ierhutang: 

h. memherikan kesemnatan untuk tneroasuki temnat atau riiangan yang 
uianggap perlu dan membeii baiicuan gima kdancaran pemeriksaan;

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan tebili lanjut oleh Bupati sosuai 
dengan Ketentuan vans?; berlaku.

SAB XVI

KETENTUAN KETUSUS

(1) Setup pejabat yang di tunjuk ditarang membedtahiikan kepada pifiak Jain 
yang liuak berhak, segaia sesuaiu yang uikeiaiiui atau dibeiitaiiui.au 
keradanva oleh Wajib Pajak dalam- rangka jahatan atau pekenaan untuk 
meiijrtlaiikan peraturan Feriuidaiig-iuiuaiigaii. Perpajakaa Daerah. kecuah 
sebagai saksi atau saksi ahH dalam si dang pengadilan ;



(2) Larangan sebagaimana dimaksud pads ayat (i) berlaku juga terhadap ahli- 
ahli y*ag ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam peiaksanaan 
peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi 
atau saksi ahJi dalam sidang pengadilan;

H) TTntuk kepentingan daerah. Rnnati herwenang member* ijiti tertdis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2). supaya memberi keterangan, 
memperlihatkan bukti teituiis dan atari tentang Waiib Pajak kepada pihak
ysug ditutijukaya \

4 i wit ink Iwpv ntingan p wiTli/l jiwuull di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata atas permintaan taikum sesuai denaan J lukum Acara Pidana dan 
Ilukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi ijln tsrtulis utituk meirdnta 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti temuis dan keterangan
Wajib Pajak yang ada padanya i

(*») Permintaan Hakim sebagaimana dimalomd ayat (4) barns menyehutkan narna 
icidakwii atau nama teigugai, ketcjauguiL- kotciaugan yang diminta se?.la 
kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
K C t C i V a l g a i i  y & D g  d u i l i m a  iC i 'S C u U t .

BAB XVII

FKI N Y I D  l K A N  

Fasafc M

(1) Penyidikan dan psmmiuian icuiadap pefcmggaran aias ketentuan daiaiy 
Peraturan Daerah ini d&iknkaa oieh Pejabat Penyidilc dan Pcmmtut sesuai 
usngan ketentuan Peraturan Peiimdang-undangan yang beriaku ;

(2) Disatupiiig Psnyidak sebagaimana umiaksud ayai (1) Pasal ini Pejauat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Psmerinlah Daerah diberi 
wcwwiigait khusus sebagai Pcnymik iindak ui bidang Peipajakaii
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perimdang-
undisJigivii yang berlaku,

(2) V/orjsnsrig penyidik ssbagaim^a dirosbmd pada ayat (1) adalah :

2

b.

C.

d.

e.

mcnerima, meneari. mengutnpuikan, dan menditi keterangan atau 
iaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pcrpajakan Daerah 
agar keterangan atau Iaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
mcndJli, mencaii dan mengumpuikau kciciaiigan meagenai urang 
prihadt atau badan tentang kebenaran perbnatan yang dilakiikan 
selrabungan dengan tindak pidana Perpajak&ii Daerali isrsebut; 
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
schubungan dengan uiidsK piuana is oiu&ng PczpajaKan Daeran j
metneriksa buku-buka, c 
berken&an dengan tindak $

atatan-catatan dan dokumen-dokumen lain.
xtciaus Pvrpuj&k«vt\ Buwi’aii. 5

meiakukukan pensgekdahan urituk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dola*rnen-dokiimen Jain, serta melakukan 
penyitaan temaaap baiiat? bukti tersebm;
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f. meminta bantuan tenaga ahii daiam rangka peiaksanaan tugas penyidik 
tindak pidana di bidaiig Perpajakan Daerah ;

g. menvuruh berhend, meiarang seseorang meninggaikan ruangan atau 
tempat pada saat pemenksaan sedang bcrlangsung dan memeriksa 
iucntitas crang dan aiau dukumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e;

li. uioinotret seseorang yang beikaiian dengan tin dale pidana Perpajakan 
Daerah;

i. mcmanggil orang untuk didcr»5«r kctcrangannya dan vliperiksa sebagai 
temngka atau sanksi;

j. inenghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lam vane nerlu untuk Keiancaran penvidilcan 

bn dak pidana di fcidong Perpajakan Daerah menurut liukum .yang 
dapat dipertanggungiawabkan.

(4) renyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidlkan dan roenysmpaikan basil petiyidikannya ken'ida 
Penuuiui Uitiurn, melalui Penyidik Fcjauai Fulisi Negaia sesuai keteiituan 
yang diatur daiam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang beriaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA 

Pasai 35

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampikan SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
mdampirkan keterangan yang tidak benar seliingga nierugjkan 
kt-uangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
J'fwa''. bid an dan atau denda palinc hauvak o ^dnal kali inmlah pajak vatur 
iciliuiang ,

v.^ vVojiu i  ajak yaflg aengan sengaja acwk moriyanipaiivan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau nielampirkan keterangan 
yang iiciuk benar Sviuiiggu uiviu^ vml kenangan ul% dapat clipidiina 
peniara nalmg lama 6 (enarnl buian dan atau denda paling banyak 4 (empatl 
kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasai 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud daiam Pasai 34 tidak ditunrui 
sefelah melampaui jangka waktu 10 (senulph) tahun sejak saat terutangnya pajak 
aiau beittkliimya Masa Pajak aiau bciaklumya Bagian Tahun Pajak atau 
berakhtmya Tahun Pajak.

Past)! 3*7

(1) Pejabat yang dengan sengaia tidak memenuhi kewaiiban merahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud Pasai 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan 
oidana kurungan paiina lama 6 (enam) buian atau denda paling banyak Rp.
2.000.0000,00 (dua juts rupiah);



}
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(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang 
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan kunmgan 
paiing iaina 1 (satu) iaiiuu aiau uenua paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima 
jnta rupiah) ;

(3) Per?entuan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayai iz) hanya ddaKukiin alas pCiigauu.au oraiig yang keraliasiarmya 
dilanggar:

(4) bcsarnva denda maksmium sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ebpai dilinjau kembaii sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan 
yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN 

Paid! 38

uvisma beium ditetapkan kckniuan Pcloksaiiaan Peraturan Daer«h mi 
maka seuiruh Ketentuan. Pedoman atau fnstruks- yang telah ditetapkan sepanjang 
tidak bsiteniangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan madh tetap berlaku.

JUT) VV

KETENTUAN PENUTLT3

Pjisni 39

DetHTf»r» berlakunva Peraturan Daerah rni maka Peraturan 1 laerah 
Kabupaten Daerah Tingkai H Tulungagung Numui 7 Tahun 1999 tentang Pajak 
Hiburan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PasaS 40

Hal-hal yang beium ciikup dbitur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mciigeaai polaksanaannya aksn dklur kbih lanjut oleh Bupati.



Peraturan Daerah ini inulai berkku pada t.a :gg?.l dhindragkan.

'Agar sehap erang dapai taerigetahi’inya, tnemeraitahkan ps*igur.daogaii 
Peraturan Daerah ini dengan pcEcrspatairya daiam Daerah K rtu p ito
I  utiiigagung.

Dltetzphm di : Tidungagung
Pad? tangga’ : I I  September 2001

BIJPATI T U il JNGA OIJNG

* t;d.

Drs. IT. A 8CFDT SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung 
Pada tanggal 20 September 2001 

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKIPJO, MM 
Pembina Utatna Mud a
NIP. 010 0X6 615

LEMBARAN D/\ERAH KABUPATEN TUUJNGAGVNG 
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI A.

Sesuai dengan aslinya
ONOIvU DAN PElVdBANGUN^N

Ir. A. T A R O T J O  MAS" UP 
Pembina Tingkat I 
NIP. 030 029 883
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A >ir a c

PEPATXIR.AN DAERAH KABUPATEN TT.JLUNGAGUNG 

NOMOR 53 TAHUN 200*

T E N T  AN G 

PAJAK HIBURAN

t PEN JET, A S AN UMUM

Hshwa psciii hakekatnya ketentusn daistss Perstiiysn Daerah Kabupatsii Tulungagung 
Nomor 7 Tahun 1999 icniang Pajak Hiburan dalam pdaksanaannya cukup tertib can
rnsmeiwhi wsrat.mj-----------------

Namun dsngaii iciaii diimdangkamiya Undsiig-Uiidcing Nornor 22 Tahun 1999 teniazig 
Teinerintshan Daerah dan TJndang-amdang Nomor 34. tahun 9.000 tentang Perubahan atas 
Uiidang-uiidaug, Noiuoi To tahun 1997 tentaiig Pajak Dacrag daii Reuihusi Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H TulungagifUg tersebut peiiu diadakan 
penyesi-aian dengan iuccuaa^aa ketentuan-Kctentusn dalaiTi su&iu Perat uran Daerah.

II. VEN3ELASAJS VASAL DEMI VASAL

1 stiffl".) 1 e/d O dor'.- “O--- ~ " 5---'*
angka i l  s/ri 22 

Pasai i angka 10

PasaJ ?. avat (1) dan ayat (3)

Pasal 2 ayat (2)

P a sa l 3 s /u  P a s a i 10 a y a t (2 )  d a n  (3 )

Cukup jeias.

Yang uimaksud ianua masuk aiat yang sah 
ad?l»h : semiis hentutc tand.a masuk apaoun. 
iiaius nieiiuapm PeiigvS<Mi.«iil' ivogfllisif (rbflOiasi) 
nada Din.?® P'endaoatst*.

Oiikiip ielas,

Y ane dimaksud obyek Pajak adala'.i
f-'V :’- .- .- I1r ■* 1 i r r r n r W K u m j i  ■

Penyelenggaraan Hiburan yang dikoniersii- kan 
otan «etiap penonton yang menotiton hiburan. 
uipungui bayaran oleh penyeienggara.

C u k u p  je la s .
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10 1 \ Ysng dinsaknsd penibr/aran Pajak yang 
lerhutang auakukan pada temp at lain yang

, diP.mji.ik oleh KLepala D?er?.h adalah :
B ciidal lara wan Khusus Psncrima ( BKP ) pada 
Dinas ^en'iapatan Daerah Kabnpaten 
Tiiluiigaguiig.

T)---1 1 1 .. M -3 .4x coax xx o/ u x (tbax j -t i Cukup j das.
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